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BUPATI LEBONG 
PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN BUPATI LEBONG 

NOMOR 25 TAHUN 2016 
TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LEBONG 

bahw.a untuk mel.aksanak.an ketentuan Per.aturan Daerah 
Kabupaten Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, maka perlu ditetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2015;· 

l. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan 
Provinsi Benglrulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Ta.bun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang­
undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan 
at.as Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang 
di Provinsi Bengkulu (Lembara.n Negara Republlk Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

7 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

tentang 
Republik 

Lembaran 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(l!..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

l 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Oaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tarobahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
'il'ahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 
Berlalcunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan 
Pelaksanaan Pemerintahan Provinsi Bengkulu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2854); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ten tang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai 
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3952); 
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16.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentag 
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 4090); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Kcuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 4540); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

19.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4570); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 4575); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
lnfonnasi Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tcntang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengclolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

24.Pcraturan Pcmerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5 165); 
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26. Pera:turan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan PertanggUngjawaban Kepala Daerah 
kepada DPRD dan lnformasi Laporan Peyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagjan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
82, 'l'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

28.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

29.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republli< Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2000 
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4022); 

31.Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Oalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 31 O); 

33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber da.ri Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri .Dalam 
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 

34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual; 

35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

-
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36. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 

tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Lebong, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Pertarna Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 
Tahun 2008; 

37.Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 13 Tahun 2010 
te:ntang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

38.Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor l Tahun 2015 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015; 

39.Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2015 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANO PENJABARAN 
PERTANOGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANOOARAN 
2015 

Pasal 1 
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015 terdiri dari: 
{ 1) Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Pendapatan Transfer 
c. Pendapatan Lain-lain yang Sah 

Juml•b Pendapatan 

(2) Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

I) Belanja Pegawai 
2) Belanja Bunga 
3) Belanja Su bsidi 
4) Belanja Hib.ah 
5) Belanja Bantuan Sosial 
6) Belanja Bagi Hasil 
7) Belanja Bantuan Keuangan 
8) Belanja Tidak Terduga 

Jumlah Belaltja Tidak J..anpu,ag 
b. Belanja Langsung 

1) Belanja Ba.rang dan Jasa 
2) Be!anja Modal 

.ruml•b Bel:altj• I-enpnng 

(3) Pembiayaan 
a . Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Jumlah Pemblayaan 'Netto 

Rp. 17.201.350.188,59 
Rp. 573.617.676.825,37 
Rp. 5.920.436.096,00 
Rp. 596.739.463.109,96 

Rp. 250.068.249.381,00 
Rp. 0,00 
Rp. 0,00 
Rp. 32.541.330.000,00 
Rp. 3.064.900.000,00 
Rp. 0,00 
Rp. 42.727.094.100,00 
Rp. 0,00 
Rp. 328.401.573.481,00 

Rp. 103.171.507.267,00 
Rp. 195.412.930.062,00 
Rp. 298.584.437.329,00 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

45.026.010.663,15 
1.000.000.000,00 

44.026.010.663,15 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 13.779.462.963,l l 



I Pasal2 
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud d.uam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

Pasal3 
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 

Pasal 4 
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasa!S 
Lampiran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 6 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dalam Berita Daerah . 

Ditetapkan di Tubei 
pada tanggal 3 Oktober 20?6 

A,BuPATI LEBONG, R • 

.,H. RO ONSYAH 

Diundangkan di Tubei 
pada tanggal 3 Oktober 2016 

SE"""'AR'Z' KABU>ATEN LEBONO 

MIRW Afl EFFENDI 

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016 NOMOR 25 


